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 1 PUTUSAN SELA

MENGABULKAN PERMOHONAN
PROVISI PARA PEMOHON

Untuk menunda keberlakuan Pasal 40A

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia



Pemohon Pasal yang diujikan dan Batu Uji Amar Putusan

H. Irnesif, S.H.,
M.M.
Dr. Zulhadi
Savitri Noor, S.H.,
M.H.
Wilmar Ambarita,
S.H., M.H., M.Si.
Dra. Renny
Ariyanny, S.H.,
M.H., LL.M.
Dra. Indrayati
Siagian, S.H., M.H.
Fahriani Suyuthi,
S.H., M.H.
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2.

3.

4.

5.

6.

yang berprofesi
sebagai Jaksa PNS
pada Kejaksaan RI

Pasal yang diuji:

Pasal 40A UU 11/2021:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai

berlaku, pemberhentian Jaksa yang

berusia 60 (enam puluh) tahun atau

lebih tetap mengikuti ketentuan batas

usia pensiun sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia.”

Batu Uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal

28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Mengabulkan permohonan provisi para

Pemohon; 

Menyatakan menunda berlakunya Pasal

40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

298, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku

sejak putusan ini diucapkan. 

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1.

2.

PUTUSAN SELA NO. 70/PUU-XX/2022
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945
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